
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

I 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Mengingat 1. Paoo.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalarn 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; . 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

a. bahwa dalam rangka penyempumaan pela.ksanaan 

serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

pengaturan mengenai desa, maka Peraturan Bupati 

Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

P~ugalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah kepada Desa perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dima.ksud pada huruf a di atas, perlu rnenetapkan 
I 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 20}4 tentang Tata 
Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah kepada Desa; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 57 TAHUN 
2014 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DA~ HASIL PAJAK 

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR t{fTAHUN 2016 

TENTANG 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 57 TAHUN 2014 

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI 

HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

Menetapkan 



secara proporsional realisasi penerimaan hasil 

pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. 

(4) Berdasarkan ketentuan pengalokasia sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3, Bupati menetapkan besaran 

alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

kepada desa dengan Keputusan Bupati. 

dibagi 

(1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah 

dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus) setiap tahun. 

(2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan 

pajak dan retribusi Daerah pada tahun anggaran 

sebelumnya. 

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan ketentuan: 

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara 

merata kepada seluruh Desa; dan 

b. 40% (empat puluh perseratus) 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Serita 

daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) 

ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 4, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 



PATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR .is. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal II 


